PENGUMUMAN / PERATUR

AN PEMERINTAH.

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
PENGANTAR KERJA DAN ANGKA KREDITNYA

(Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 3 Tahun 2017,
tanggal 27 April 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pas-
al 50 Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dengan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 14 Tahun 2014 dan Nomor 28 Ta-
hun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refor-
masi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya,
perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Petun-
juk Teknis Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan
Angka Kreditnya;

Mengingat : p

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 2003 Nomor 32, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipit Negara {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomeor 6, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No-
mor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambah-
an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5121);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
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194, Tambahan Lembaran Negara Republik In-
donesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Nomor 4332});

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2000 ten-
tang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 4016), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pengadaan Pega-
wai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
{Lembaran Negara Republik' indonesia Tahun
2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4017}, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pega-
wai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nomor 41983);
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000
tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pega-
wai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

_ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ten-
tang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan,
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63
Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan,



13.

14.

11.

12.

Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 164};

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-

nesia Nomor 5135);

. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011

tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri
Sipil {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5258);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 ten-
tang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang
Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fung-
sional {Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 58);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 ten-

tang Kementerian Ketenagakerjaan {Lembar Neg- |

ara Republik Indonesig Tahun 2015 Nomor 19);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 ten- :
tang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri

Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No-
mor 235);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Neg-
ara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsion-
al Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TEN-

TANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
| PENGANTAR KERJA DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengan-

tar Kerja dan Angka Kreditnya merupakan pedoman
bagi: '

1.

|2.
| 3.

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka
Kredit;

- Tim Penilri Angka Kredit;

Pejabat y 1g Mengusulkan Angka Kredit; dan
Pejabat Fu igsional Pengantar Kerja,
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di Kementerian Ketenagakerjaan, instansi pusat se-
lain Kementerian Ketenagakerjaan, instansi daerah
| provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pen-
gusulan, dan penilaian jabatan fungsional Pengantar |

Kerja.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengan- |
tar Kerja dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud |
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang meru-
pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ni.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor KEP.04/MEN/2001 tentang Petunjuk Tek- |
nis Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka |

Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-

gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-

nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2017
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2017
DIREKTUR JENDERAL :
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

Catatan Redaksi :
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.
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